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x PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN A. Transliterasi Arab-Latin Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut: 1. Konsonan Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ب ba b be ت ta t te ث sa s es (dengan titik di atas) ج jim j Je ح ha h ha (dengan titik di bawah) خ kha kh Ka dan ha د dal d de ذ zal x zet (dengan titik di atas) ر ra r er ز zai z zet س sin s es ش syin sy es dan ye ص sad s es (dengan titik di bawah) ض dad d de (dengan titik di bawah) ط ta t te (dengan titik di bawah) ظ za z zet (dengan titik di bawah) ع ‘ain ‘ Apostrof terbalik غ gain g ge ف fa f ef ق qaf q qi ك kaf k ka ل lam l el م mim m em ن nun n en و wau w we ه ha h ha 
xi  ء hamzah ‘ apostrof ى ya y ye  Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘). 2. Vokal Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut : Tanda Nama  Huruf Latin Nama   َا fathah A a  ِا kasrah I i  ُا dammah U u  Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : Tanda Nama  Huruf Latin  Nama   َٔى fathah dan yaa’ Ai a dani  َؤ fathah dan wau Au a dan u   Contoh:  َRTْUَ : kaifa 
xii   َلVَْھ : haula  3. Maddah Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : Harakat dan Huruf Nama  Huruf dan Tanda Nama   َى…│  َا … Fathah dan alif atau yaa’ A A dan garis di atas ى Kasrah dan yaa’ I I dan garis di atas  ُو Dhammmah dan waw U U dan garis di atas   Contoh:  ت_` : maata  a َ` َر : ramaa  bTِْc : qiila   ُتVْdَُe : yamuutu 4. Taa’ marbuutah Transliterasi untuk taa’marbuutah ada dua, yaitu taa’marbuutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah [t].sedangkan taa’ marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 
xiii  Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’ marbuutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka taa’ marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h].  Contoh :  ُjkَْوlَِm_َnَْطoْا : raudah al- atfal  ُjَpeْqِdَmُاjَrkِ_َnmْا : al- madinah al- fadilah  ُjdَsْtِmْا  : al-hikmah 5. Syaddah (Tasydid) Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid(  َ◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf  (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah.  Contoh :  _َpﱠxَر : rabbanaa  _َpTْ ﱠyَz : najjainaa   ﱡ|tَmْا : al- haqq   َ} ﱢُz : nu”ima   ﱞوqُَ : ‘aduwwun  Jika huruf ى  ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( ّِx) maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i.  Contoh : 
xiv    ﱞِrَ : ‘Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)   ﱞِxlََ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby) 6. Kata Sandang Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang ditransilterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).  Contoh :   ُdﱠmا : al-syamsu (bukan asy-syamsu)   ُjَmَm ﱠmَا : al-zalzalah (az-zalzalah)  jَnَrَnmَْا : al-falsafah   ُدَِmَْا : al-bilaadu 7. Hamzah Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh :  َنْوlُ ُ` ْ_َ : ta’muruuna  ُعVْﱠpmا : al-nau’ 
xv   ٌءَْﺷ : syai’un  ُتlْ ِ` ُا : umirtu 8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur’an (dari Al-Qur’an), al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :  Fizilaal Al-Qur’an  Al-Sunnah qabl al-tadwin 9. Lafz al- Jalaalah ( ّٰﷲ) Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh :  ِﻪّٰﻠﻟﺎُﻨْـﻳِد diinullah  ِ ّٰﷲ_ِx billaah 
xvi  Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalaalah, ditransliterasi dengan huruf [t].contoh :  ِﻪّٰﻠﻟا  ِﺔَْﲪَر  ِﰲ  ْﻢُﻫ  hum fi rahmatillaah 10. Huruf Kapital Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh: Wa ma muhammadun illaa rasul Inna awwala baitin wudi’ alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur’an Nazir al-Din al-Tusi Abu Nasr al- Farabi Al-Gazali 
xvii  Al-Munqiz min al-Dalal  Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu)  Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)  B. Daftar Singkatan Beberapa singkatan yang dilakukan adalah : swt = subhanallahu wata’ala saw = sallallahu ‘alaihi wasallam a.s = ‘alaihi al-sallam H = Hijriah M = Masehi SM = Sebelum Masehi I = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja) W = Wafat Tahun QS…/…4 = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4 HR = Hadis Riwayat  Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut : ص =ﺔﺤﻔﺻ 
 ﺟﺰء=  ج اﱃ اﺧﺮﻫﺎ / اﱃ اﺧﺮﻩ=  اﱁ ﺑﺪون ﻧﺎﺷﺮ= دن ﻃﺒﻌﺔ=  ط ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ= ﺻﻠﻌﻢ ﺑﺪون ﻣﻜﺎن = دم  iiivx
xix  ABSTRAK Nama  : Miftahul Jannah Nim  : 10300113212 Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan  Fakultas : Syari’ah dan Hukum Judul : Penerapan Grasi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam                           Skripsi ini membahas tentang persoalan konsep grasi, dengan sub permasalahan yaitu: 1) Bagaimana bentuk pelaksanaan grasi di Indonesia ?, dan 2) Bagaimana konsep penerapan grasi di Indonesia dalam perspektif hukum pidana Islam?. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk:  1) Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan Grasi di Indonesia, dan 2) Untuk memahami konsep Penerapan Grasi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan beberapa metode penulisan baik dalam pengumpulan data maupun dalam pengolahannya. Data yang dikumpulkan adalah penelitian kepustakaan (library research)  yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan pemikiran bersumber dari sejumlah literatur, baik mengubah redaksi kalimatnya ataupun tidak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Presiden memiliki Hak Preogratif dalam memberikan putusan grasi kepada terpidana mati berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Sedangkan dalam hukum pidana Islam kedudukan pengampunan atau pemaafan sangat strategis, karena keberadaanya ternyata dapat merubah putusan hukuman mati, khususnya dalam tindak pidana pembunuhan secara sengaja. Hal tersebut memungkinkan karena hukuman bagi pembunuh menurut hukum Pidana Islam, adalah pilihan antara hukuman qishash atau membayar diyat. Bahkan jika keluarga korban memaafkan pembayaran diyat pun tetap bisa diterima. Namun, jika hal itu terjadi, maka hakim berwenang menjatuhkan hukuman ta’zir kepada pembunuh sebagai tindakan perlindungan terhadap kepentingan publik. Implikasi dari penelitian ini adalah penjelasan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 menyebutkan bahwa grasi, pada dasarnya, pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Dengan demikian, pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana. 
1  BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah  Kepala negara biasanya dianggap berwenang pula memberikan grasi, abolisi, dan amnesti untuk kepentingan memulihkan keadilan terhadap dampak penderitaan yang ditimbulkan oleh putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana yang telah terbukti secara hukum dalam proses peradilan sebelumnya. Hanya saja, untuk membatasi penggunaan kewenangan tersebut, sebelum Presiden akan menentukan grasi, abolisi, dan amnesti tersebut, Presiden terlebih dahulu diharuskan mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung ataupun Dewan Perwakilan Rakyat.1  Dengan demikian, pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.2 Pemberian grasi terhadap Antasari bukan yang pertama di era Presiden Jokowi. Sebelumnya, pada Maret 2015, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga pernah mengabulkan permohonan grasi terpidana mati kasus pembunuhan di                                                            1Jimly Asshiddqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Ed. II; Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 184.  2Husin Wattimena, Pemberian dan Pencabutan Grasi Perspektif Hukum Islam, Jurnal Tahkim Vol. XI No. 2, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, Desember 2015. h. 48. 
2  Pekanbaru, Riau, Dwi Trisna Firmansyah. Hukuman pidana mati bagi Dwi menjadi pidana seumur hidup. 3 Presiden Jokowi juga pernah memberikan grasi kepada lima tahanan politik dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) saat ia berkunjung ke Lapas Abepura, Provinsi Papua pada 9 Mei 2015. Pemberian grasi ini sebagai upaya pemerintah dalam menyelesaikan konflik di bumi Cenderawasih tersebut. Adapun dalam sebuah contoh persoalan grasi yaitu, ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengabulkan permohonan grasi yang diajukan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar. Keputusan Presiden (Keppres) mengenai permohonan grasi ini telah dikirim ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Salah satu poin dalam Keppres itu adalah pengurangan masa hukuman bagi Antasari sebanyak 6 tahun. Antasari menjalani hukuman setelah dinyatakan bersalah dalam kasus pembunuhan Direktur PT Rajawali Putra Banjaran Nasrudin Zulkarnaen, sehingga pria kelahiran 18 Mei 1953 ini divonis 18 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2010.4 Karena itu, kabar dikabulkannya grasi oleh Presiden Jokowi menjadi kabar yang menggembirakan bagi Antasari. Dengan segera mendatangi Lapas Tangerang pada Rabu (25/1/2017) untuk mengetahui secara pasti mengenai grasi tersebut. Menurut Antasari, permohonan grasinya yang dikabulkan itu bermakna besar.                                                            3Abdul Azis, Grasi-Grasi yang Diberikan Jokowi dan SBY, Dikutip dalam situs https://tirto.id/grasi-grasi-yang-diberikan-jokowi-dan-sby-chEU. (Di akses pada Tanggal 15 Maret 2017).  4Abdul Azis, Grasi-Grasi yang Diberikan Jokowi dan SBY, Dikutip dalam situs https://tirto.id/grasi-grasi-yang-diberikan-jokowi-dan-sby-chEU. (Di akses pada Tanggal 15 Maret 2017).  
3  "Sekecil apa pun usaha yang kita lakukan dan berhasil, harus kita syukuri. Grasi ini memiliki makna buat saya, keluarga dan bangsa Indonesia." Merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, permohonan grasi memang diperbolehkan bagi narapidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan regulasi yang ada, putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi adalah pidana mati, penjara seumur hidup, dan penjara paling lama 2 (dua) tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, menjelaskan bahwa grasi adalah pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Dengan demikian, pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.5 Tujuan mekanisme permohonan grasi diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Permohonan Grasi pada Bab II yang menjelaskan, yaitu:                                                              5Republik Indonesia, Penjelasan Umum Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, dikutip dalam buku Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus A.T. Napitupulu, Pembatasan Grasi dan Hukuman Mati: Analisis Atas Penggunaan Undang-Undang Grasi dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Grasi dalam Eksekusi Mati Gelombang Ke-3 (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan LBH Masyarakat, 2016), h. 21.  
4  Pasal 2 1. “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden. 2. Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling rendah 2 (dua) tahun. 3. Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, kecuali dalam hal : a. Terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut; atau b. terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima”. Pasal 3 “Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati”. Pasal 4 1. “Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. 2. Pemberian grasi oleh Presiden dapat berupa : a. Peringanan atau perubahan jenis pidana; b. Pengurangan jumlah pidana; atau c. Penghapusan pelaksanaan pidana”. 6  Dalam kaitannya dengan masalah potongan menjalani hukuman (grasi) tersebut, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah di Amandemen mengingat dalam pasal 14 ayat (1) telah disebutkan bahwa: “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”.7                                                            6Republik Indonesia, Pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, dikutip dalam buku Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus A.T. Napitupulu, Pembatasan Grasi dan Hukuman Mati, h. 17.  7Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara 1945, Undang-Undang 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Secara Lengkap, (Cet. VI; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 10.  
5  Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 Tentang Grasi memberikan definisi grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.8 Kedudukan pemaafan sangat strategis dalam hukum pidana Islam, karena keberadaanya ternyata dapat merubah putusan hukuman mati, khususnya dalam tindak pidana pembunuhan secara sengaja. Hal tersebut memungkinkan karena hukuman bagi pembunuh menurut hukum Pidana Islam, adalah pilihan antara hukuman qishash atau membayar diyat. Bahkan jika keluarga korban memaafkan pembayaran diyat pun tetap bisa diterima. Namun, jika hal itu terjadi, maka hakim berwenang menjatuhkan hukuman ta’zir kepada pembunuh sebagai tindakan perlindungan terhadap kepentingan publik.9  Pengampunan terhadap qishash dibolehkan menurut kesepakatan para fuqaha, bahkan lebih utama dibandingkan pelaksanaanya. Pernyataan untuk memberikan pengampunan tersebut dapat dilakukan secara lisan ataupun secara tertulis. Redaksinya bisa dengan lafazh (kata) memaafkan, membebaskan, mengugurkan, melepaskan, memberikan, dan sebagainya.10                                                             8Republik Indonesia, Pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, dikutip dalam buku Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus A.T. Napitupulu, Pembatasan Grasi dan Hukuman Mati, h. 17.  9Umar Attaimi, Lembaga Maaf dalam Hukum Islam (Cet. I; Yogyakarta: Aynat Publishing, 2010), h. 119.  10Ahmad Wardi Muchlish, Hukum Pidana Islam  (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 161.  
6  Pemaafaan lebih diutamakan daripada pelaksaan qishhash. Dalam Al-Qur’an, Allah swt berfirman dalam Q.S al-Baqarah/ 2:178, yaitu:   ۡﺒَۡﻌﻟ ِﺑ ُﺪۡﺒَۡﻌﻟَو ِّﺮُۡﺤﻟ ِﺑ ﺮُۡﺤﻟ َۖﲆَۡۡﻘﻟ ِﰲ ُصﺎَﺼِۡﻘﻟ ُُﲂَۡﻴَﻠ َﺐِﺘُﻛ ْاُﻮ%َﻣاَء َﻦ) ِ *+ َﺎ ﳞ-ٓ /0َﻳ ۡﻦِﻣ ۥ ُ3َ َﻲِﻔُﻋ ۡﻦََﻤﻓ ۚ َٰﱺﻧ=>ۡ ِﺑ َٰﱺﻧ=>ۡَو ِﺪ ََﻤﻓ ۗٞﺔ َۡﲪَرَو ُۡﲂِّ D *ر ﻦ ِّﻣ ٞﻒFِﻔ َۡﲣ َHِ /َذ ٖۗﻦ /ـ َﺴۡﺣ NOِ ِﻪَۡﻴﻟ Nا ٌٓءاَد-َو ِفوُﺮۡﻌَۡﻤﻟ ِﺑ ُۢعﺎَﺒِّ ﺗ َﻓ ٞء َۡﳾ ِﻪFِﺧ- ۥ ُYََﻓ َHِ /َذ َﺪَۡﻌﺑ ٰىَﺪَﺘۡﻋ ِﻦ  ٞﲓِﻟ- ٌباََﺬ ١٧٨  Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tapi barangsiapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya yang baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.11 Penerapan hukum pidana Islam dalam rangka menyelamatkan manusia baik individual maupun sosial dari kerusakan dan menghilangkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan. Hukum pidana Islam berusaha mengamankan masyarakat dengan berbagai ketentuan. Dasar yang digunakan adalah Al-Qur’an, hadits, dan berbagai keputusan ulil amri yang mempunyai wewenang menetapkan hukuman. 12 Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengangkat judul: “Grasi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”.                                                              11Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012), h. 33-34.  12Sahid HM, Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-dasar Fiqh Jinayah, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), h. 85.  
7  B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut dan melihat masih terdapat kekurangan pengetahuan mengenai persoalan grasi, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan pelaksanaan Grasi menurut Islam?” Berdasarkan dari pokok masalah tersebut, maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas sebagai berikut: 1. Bagaimana bentuk pelaksanaan grasi di Indonesia ?  2. Bagaimana konsep penerapan grasi di indonesia dalam perspektif hukum pidana Islam? C. Pengertian Judul Untuk menghindari kekeliruan dalam penafsiran terhadap pengertian sebenarnya, maka penulis akan menjelaskan beberapa kata dalam judul skripsi, yaitu sebagai berikut: 1. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.13 2. Hukum Pidana Islam, adalah hukum syara’ yang berkaitan dengan tindak pidana dan hukumannya. Maksud tindak pidana dalam hal ini adalah perbuatan yang dilarang oleh syara‘ dan diancam dengan hukuman had, qishash, dan ta‘zir. Sedang yang dimaksud dengan hukuman adalah                                                            13Republik Indonesia, Penjelasan Umum Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, dikutip dalam buku Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus A.T. Napitupulu, Pembatasan Grasi dan Hukuman Mati, h. 17.  
8  pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena melanggar ketentuan-ketentuan syara’.14 D. Kajian Pustaka Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu konsep grasi dalam pelaksanaanya di Indonesia dan perspektif hukum pidana Islam. Banyak literatur yang membahas tentang masalah tersebut, namun belum ada literatur yang membahas secara khusus tentang judul skripsi ini. Agar nantinya pembahasan ini lebih fokus pada pokok kajian maka dilengkapi beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut: Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus A.T. Napitupulu, dalam bukunya “Pembatasan Grasi dan Hukuman Mati: Analisis Atas Penggunaan Undang-Undang Grasi dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Grasi dalam Eksekusi Mati Gelombang Ke-3”. Buku ini naskah yang diserahkan (Intitute for Criminal Justice reform (IJCR) dan LBH Masyarakat) kepada Komisi III DPR RI dalam Fungsinya melakukan pengawasan terhadap partner kerjanya yakni Jaksa Agung lewat mekanisme RDP. Naskah ini menjadi penting sebagai isntrumen Pengawasan terhadap Eksekusi Mati bagi Terpidana Mati dilakukan secara menyeluruh dengan tujuan menghapuskan praktek-praktek hukuman mati di Indonesia atau Moratorium Hukuman Mati. 15 Peter Benenson dalam bukunya “Keadilan yang Cacat: Peradilan yang tidak Adil dan Hukuman Mati di Indonesia”. Bukunya menguraikan tentang Laporan ini didasarkan pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Amnesty International dan                                                            14Sahid HM, Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-dasar Fiqh Jinayah, h. 5.  15Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus A.T. Napitupulu, Pembatasan Grasi dan Hukuman Mati, h. iii.  
9  berfokus pada perkembangan penggunaan hukuman mati di Indonesia beberapa tahun belakangan, khususnya sejak bulan Desember 2014, ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan rencananya untuk mengeksekusi terpidana mati terkait kejahatan narkoba.16  Ahmad Wardi Muchlish, dalam bukunya “Hukum Pidana Islam”. Buku ini menjelaskan tentang pengertian qishasah, dasar hukumnya, dan hal-hal yang mengugurkan hukuman qishash. Salah satunya yang dapat mengugurkan qishash yaitu pengampunan.17 Menurut penulis buku ini menjelaskan secara lengkap dengan disertai para ulama mahzab tentang proses pemaafan terhadap putusan qishash yang telah diputuskan oleh hakim.  Umar Attaimi, dalam bukunya “Lembaga Maaf dalam Hukum Islam”. Buku ini menguraikan tentang kedudukan lembaga maaf terhadap putusan mati dan bentuk proses lembaga maaf dalam praktik hukum di Indonesia. 18 Menurut penulis, buku ini menguraikan secara jelas bagaimana sejarah pemaafan dalam konteks sejarah Islam terutama pada masa Nabi Muhammad saw. Meskiupun memberikan maaf kepada pelaku kejahatan itu sangat sulit dan dibutuhkan secara ikhlas dan sukarela serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun.  Husin Wattimena, dalam jurnal penelitiannya “Pemberian dan Pencabutan Grasi Perspektif Hukum Islam”. Penelitian memberikan penjelasan tentang selaku kepala negara, Presiden memiliki hak prerogatif, dalam pemberian grasi kepada terpidana, berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang                                                            16Peter Benenson,  Keadilan yang Cacat: Peradilan yang tidak Adil dan Hukuman Mati di Indonesia. Terj. Suryo Wibowo, (Inggris: Amnesty International, 2015), h. 11.  17Ahmad Wardi Muchlish, Hukum Pidana Islam, h. 160.  18Umar Attaimi, Lembaga Maaf dalam Hukum Islam, h. 120.  
10  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, bahwa pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010. Sedangkan menurut hukum Islam, perlakuan grasi terhadap terpidana hanya berlaku pada hukuman qisasdiyat dan ta’zir, dan tidak berlaku bagi jarimah hudud. Pihak korban, atau keluarga korban hanya boleh memberikan grasi terhadap sanksi hukum berupa qisas, atau diyat tertentu saja. Juga tidak bisa memberi grasi terhadap sanksi ta’zir, yang telah diputus oleh hakim kepada terpidana. 19 Mei Susanto, dalam jurnal penelitiannya “Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015”. Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai Putusan Nomor 22/PUU-XIII/2015 yang menunjukkan adanya perkembangan pemikiran mengenai pemaknaan hak prerogatif Presiden Indonesia yang tidak hanya terbatas pada hak eksklusif yang dimiliki presiden tanpa dapat diganggu gugat oleh lembaga negara lainnya. Pemaknaan hak prerogatif oleh presiden salah satunya yaitu pemberian amnesti, abolisi, grasi, dan rehabilitasi.20 Dari beberapa literatur-literatur yang telah dikemukakan, baik secara kelompok maupun perorangan. Tidak ditemukan yang membahas secara signifikan tentang persoalan yang diuraikan dalam skripsi. Meskipun ada diantaranya yang mengkaji tentang konsep grasi, namun masih bersifat umum, maka dengan itu penulis ingin mengkaji secara mendalam tentang Grasi dalam perspektif Hukum Pidana Islam.                                                            19Husin Wattimena, Pemberian dan Pencabutan Grasi Perspektif Hukum Islam, Jurnal Tahkim Vol. XI No. 2. h. 48. 20Mei Susanto, Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015. Jurnal Yudisial, Vol. 9 No. 3 Desember 2016, Komisi Yudisial Republik Indonesia, h. 256-257.  
11  E. Metode Penelitian Agar suatu penelitian dapat bersifat obyektif maka dalam mengambil kesimpulan harus berpedoman pada metode penelitian. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian pustaka (library research), yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan pemikiran bersumber dari sejumlah literatur, baik mengubah redaksi kalimatnya ataupun tidak. 2. Pendekatan Penelitian Dalam pelaksanaan penelitian, penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut: a. Pendekatan Teologis Normatif (Syar’i), pendekatan ini dimaksudkan untuk mengarahkan pemahaman masyarakat, praktisi hukum, dan para           mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum untuk lebih memahami mengenai pelaksanaan grasi di Indonesia dan perspektif hukum pidana Islam, b. Pendekatan Yuridis Formal, Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengarahkan pemahaman masyarakat, praktisi hukum, dan para mahasiswa mengenai pelaksanaan grasi yang telah diputuskan oleh Presiden. 3. Metode Pengumpulan Data Adapun pembagiannya yaitu, sebagai berikut :   
12  a. Sumber Data Penulisan skripsi menggunakan sumber data kepustakaan (library research). Dalam penulisan skripsi menggunakan sumber data, yaitu : 1) Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dan sumber pertama. 2) Data sekunder, adalah antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.21 Dan untuk menguatkan data sekunder maka digolongkan yaitu sebagai berikut: a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: berupa Undang-Undang, yaitu : norma atau kaedah dasar yaitu: 1) Al-Qur’an dan Hadits 2) Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945,  3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, 4) Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi. b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, dan sebagainya. c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), dan ensiklopedi.22                                                            21Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Cet. 2; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 30. 22Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, h. 31-32.  
13   4. Pengolahan dan Analisis Data a. Teknik Pengolahan Adapun langkah-langkah dalam mengolah data adalah sebagai berikut:  1) Identifikasi data, yaitu melakukan proses klasifikasi terhadap data yang langsung diperoleh dari lapangan berupa data primer dan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan berupa data sekunder.  2) Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan.  b. Analisis Data  Data yang diperoleh dan yang telah diolah, penyajian data dilakukan dengan menganalisanya. Analisis data yang dilakukan dengan metode deduktif. Metode deduktif adalah metode yang menggunakan dalil-dalil yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan, yaitu sebagai berikut: a. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan grasi di Indonesia,  b. Untuk memahami konsep grasi dalam perspektif hukum pidana Islam.    
14  2. Kegunaan Penelitian a. Secara Teoritis  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis yaitu memberikan pemahaman tentang pelaksanaan grasi di Indonesia kepada seluruh warga masyarakat dan terutama mahasiswa yang bergelut di dunia hukum.  b. Secara Praktis Secara praktis pembahasan terhadap konsep grasi ini diharapkan dapat memberi manfaat dan pengetahuan untuk kepentingan seluruh pihak baik itu mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat serta mahasiswa. c. Secara Akademik Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan-bahan kepustakaan di bidang hukum yang berkaitan dengan bentuk pelaksanaan grasi di Indonesia dan konsep grasi dalam sudut pandang hukum pidana Islam. 
  15 BAB II TINJAUAN TEORETIS A. Tinjauan Umum tentang Grasi 1. Pengertian Grasi Secara bahasa grasi berasal dari bahasa Belanda (gratie), diartikan dengan “pengurangan hukuman yang diberikan kepala negara (Presiden) kepada seorang terhukum.”1 Sedangkan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Grasi berarti “ampunan yg diberikan oleh kepala negara kepada orang yg telah dijatuhi hukuman”2  Selanjutnya menurut Jimly Asshiddiqe, grasi merupakan kewenangan Presiden yang bersifat judisial dalam rangka pemulihan keadilan yang terkait dengan putusan pengadilan yaitu untuk mengurangi hukuman, memberikan pengampunan, ataupun menghapuskan tuntutan yang terkait erat dengan kewenangan peradilan.”3 Secara yuridis pengaturan grasi terdapat di dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi. Di dalam Undang-Undang Dasat 1945 Pasal 14 ayat (1) dinyatakan: “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.” 4                                                            1Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 149.  2Kementerian Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, 2008), h. 489. 3Jimly Ashiddiqe, Konstitusi dan Konstitusionalisme, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I, 2006), h. 175-176.  4Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara 1945, Undang-Undang 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Secara Lengkap, (Cet. VI; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 10.  
16  Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 Tentang Grasi memberikan definisi grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.5 Di berbagai sistem hukum di banyak negara, ada beberapa istilah lain yang merujuk pada pengertian grasi. Di Amerika Serikat dan Filipina dikenal adanya istilah pardon yang artinya pengampunan dan istilah clemency atau executive clemency yang artinya pengampunan secara luas. Di negara-negara yang berbentuk monarki, seperti Spanyol dipergunakan istilah pardon (indulto) dan derecho de Garcia (right of grace), di Inggris dipergunakan istilah pardon dan Royal Prerogative Mercy atau clemency atau graces begitu pula berlaku di Negara Kanada, Perancis, dan Iran.6  Dalam aplikasinya pardon dan clemency mempunyai arti dan implikasi yang berbeda di masing-masing negara. Tetapi secara umum di beberapa negara hanya digunakan istilah pardon saja, seperti di Afrika Selatan, Rusia, Chile, Swiss. Istilah-istilah yang terkait dengan terminologi pardon (pengampunan) adalah commutation yang artinya pergantian atau peringanan jenis hukuman; remission‛yang artinya                                                            5Republik Indonesia, Pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, dikutip dalam buku Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus A.T. Napitupulu, Pembatasan Grasi dan Hukuman Mati, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan LBH Masyarakat. 2016), h. 17.  6Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus A.T. Napitupulu, Pembatasan Grasi dan Hukuman Mati: Analisis Atas Penggunaan Undang-Undang Grasi dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Grasi dalam Eksekusi Mati Gelombang Ke-3, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan LBH Masyarakat, 2016), h. 2.  
17  penghapusan atau pengurangan masa hukuman atau denda; reprieve yang artinya penundaan sementara atas hukuman; amnesty yang artinya penghapusan kejahatan. 7 Maka istilah clemency secara luas adalah mencakup makna-makna terminologi tersebut diatas atau hanya mengandung makna kata amnesty dan pardon. Istilah grasi berasal dari bahasa Belanda gratie atau genade yang berarti rahmat. Pengertian grasi dalam arti sempit berarti merupakan tindakan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana atau hukuman yang telah diputuskan oleh hakim. 8  2. Sejarah Penerapan Grasi di Indonesia Pemberian grasi atau pengampunan pada mulanya di zaman kerajaan absolut di Eropa adalah berupa anugrah raja (Vorstelijke Gunst) yang memberikan pengampunan kepada orang yang telah di pidana, jadi sifatnya sebagai kemurahan hati raja yang berkuasa. Tetapi setelah tumbuh negara-negara modern di mana kekuasaan kehakiman telah terpisah dengan kekuasaan pemerintah atas pengaruh dari paham Trias Politicia, yang mana kekuasaan pemerintahan tidak dapat sekehendaknya ikut campur kedalam kekuasaan kehakiman, maka pemberian grasi berubah sifatnya menjadi sebagai upaya koreksi terhadap putusan pengadilan, khususnya dalam hal mengenai pelaksanaanya.9                                                            7Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus A.T. Napitupulu, Pembatasan Grasi dan Hukuman Mati: Analisis Atas Penggunaan Undang-Undang Grasi dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Grasi dalam Eksekusi Mati Gelombang Ke-3, h. 3.  8Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus A.T. Napitupulu, Pembatasan Grasi dan Hukuman Mati: Analisis Atas Penggunaan Undang-Undang Grasi dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Grasi dalam Eksekusi Mati Gelombang Ke-3, h. 3.  9Adami Chazawi, Hukum Pidana 2, (Ed. Revisi; Cet. 7; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 198-199.  
18  Di Indonesia sendiri dasar peniadaan pidana yang telah diatur dalam KUHP. Hapusnya hak negara untuk menjalankan pidana oleh sebab grasi ditentukan oleh Pasal 14 ayat (1) Undag-Undang Dasar 1945, yang rumusan lengkapnya (setelah diamandemen) ialah “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”.  Secara historis dua konstitusi (selain Undang-Undag Dasar 1945) yang pernah berlaku di Indonesia, yakni Konstitusi RIS (1949) dan Undang-Undang Dasar Serikat 1950 juga memberikan dasar kepada Presiden untuk memberikan Grasi. 10 Di dalam konstitusi ini aturan mengenai grasi juga dicantumkan, tepatnya pada Pasal 160, pada ayat (1) dan (2) dikatakan:  “Presiden mempunyai hak memberi ampun dari hukuman yang didjatuhkan oleh keputusan kehakiman. Hak itu dilakukannja sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung, sekadar dengan undang-undang federal tidak ditunjuk pengadilan jang lain untuk memberi nasehat.”  Selanjutnya pada ayat (2) dikatakan:   “Jika hukuman mati dijatuhkan, maka keputusan kehakiman itu tidak dapat didjalankan, melainkan sesudah Presiden, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang federal, diberikan kesempatan untuk memberi ampun.” 11                                                             10Adami Chazawi, Hukum Pidana 2, h. 199.  11Adami Chazawi, Hukum Pidana 2, h. 199.  
19  Ketika berlakunya Konstitusi RIS ini diundangkan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1950 tentang Grasi (6-7-1950), yang kini tidak berlaku dan digantikan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2002. Dalam Undang-Undang Dasar Serikat 1950 (diundangkan tanggal 15-8-1950), pada Pasal 107 ayat (1,2) dicantumkan pula tentang hak Presiden tersebut yang rumusannya senada dengan Pasal 160 ayat 1 dan 2 Konstitusi Repuplik Indonesia Serikat, sebagai berikut: 1. Presiden mempunyak hak memberi grasi dari hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh keputusan pengadilan; hal itu dilakukannya sesudah nasihat dari Mahkamah Agung sekedar dengan Undang-Undang tidak ditunjuk pengadilan yang lain untuk memberi nasihat, 2. Jika hukuman mati dijatuhkan, maka putusan pengadilan itu tidak dapat dijalankan, melainkan sesudh Presiden, menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang, diberikan kesempatan untuk memberikan grasi. 12  Pada zaman Hindia Belanda dulu mengenani hukum acara dalam hal grasi di atur dalam Ratieregeling (Sttb. 1933 No. 2) dan setelah Proklamasi dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 67 Tahun 1948 tentang permohonan Grasi, yang kedua-duanya kemudian dicabut oleh oleh Undang-Undang Grasi No. 3 Tahun 1950 (LN 1950 No. 40). Undang-Undang Grasi No. 3 Tahun 1950 sejak tanggal 22 Oktober 2002 tidak berlaku lagi, karena dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-Undang Grasi yang baru yakni Undang-Undang No. 2 Tahun 2002. 13 B. Pertimbangan Pemberian Grasi Dalam literatur hukum tata negara, persoalan mengenai makna hak prerogatif sebagai salah satu kekuasaan presiden, sering kali menimbulkan perbedaan dan perdebatan. Hak prerogatif merupakan kekuasaan istimewa yang dimiliki oleh                                                            12Adami Chazawi, Hukum Pidana 2, h. 200.  13Adami Chazawi, Hukum Pidana 2, h. 200-201.  
20  seorang presiden tanpa dapat dicampuri oleh lembaga lainnya. Pandangan tersebut seolah-olah menempatkan presiden memiliki kewenangan yang sangat mutlak dan tidak dapat dibatasi sesuai prinsip checks and balances dalam ajaran konstitusi yang dianut Indonesia. 14 Pemaknaan hak prerogatif sebagai kekuasaan yang tidak secara tegas dituliskan dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan, namun keberadaannya tetap diakui khususnya dalam rangka mengisi kekosongan hukum atas perkara atau kejadian ketatanegaraan yang ada di depan mata. Karena itu, hak prerogatif ini bersifat melekat dan memiliki karakteristik diskresi yang akan sangat bergantung pada presiden dalam mempergunakannya.15 Presiden berhak untuk memberikan pengampunan berupa: Perubahan, dari jenis pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim bagi seorang narapidana. Misalnya, dari perubahan hukuman mati menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun; Peringanan, pengurangan, dari pidana penjara, pidana tutupan, pidana kurungan sebagai pengganti denda atau karena telah dapat menyerahkan suatu benda yang telah dinyatakan sebagai disita untuk kepentingan negara seperti yang telah diputuskan hakim atau pengurangan besarnya hukuman denda; Penghapusan, meniadakan pelaksanaan pidana baik hukuman penjara atau denda yang telah dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang.                                                            14Mei Sutatnto, Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015, Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 3 Desember 2016, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, h. 237.   15Mei Sutatnto, Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015, h. 244.   
21  Pengampunan pada dasarnya berarti menghapuskan akibat-akibat pemidanaan, bukan karena pemidanaannya sendiri. 16 Karena Grasi merupakan salah satu upaya yang dapat diajukan oleh terpidana mati kepada Presiden untuk meminta pengampunan atau pengurangan hukuman kepada Presiden supaya terhindar dari pelaksanaan hukuman mati tersebut. Dengan kata lain grasi adalah upaya pagi terpidana mati untuk mempertahankan hidupnya. Intinya fungsi pemberian grasi juga dipandang sebagai instrumen untuk meniadakan hukuman pidana mati di Indonesia. Jika terpidana yang dijatuhi hukuman mati telah melakukan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, namun mengalami kebuntuan, maka upaya grasi merupakan upaya hukum istimewa dan menjadi jalan terakhir untuk meminta pengampunan yang dapat mengubah putusan tersebut. 17 Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden, sedangkan terpidana adalah sesorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Namun tidak seperti dalam Undang-Undang grasi sebelumnya yang tidak membatasi jenis pemidanaan, pada undang-undang ini dilakukan pembatasan atau persyaratan dalam permohonan grasi. Disebutkan bahwa pemidanaan yang dapat dimohonkan grasinya adalah, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap yang terdiri dari tiga unsur                                                            16Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus A.T. Napitupulu, Pembatasan Grasi dan Hukuman Mati: Analisis Atas Penggunaan Undang-Undang Grasi dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Grasi dalam Eksekusi Mati Gelombang Ke-3, h. 3.  17Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus A.T. Napitupulu, Pembatasan Grasi dan Hukuman Mati: Analisis Atas Penggunaan Undang-Undang Grasi dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Grasi dalam Eksekusi Mati Gelombang Ke-3, h. 3.  
22  yaitu pidana mati, penjara seumur hidup dan penjara paling rendah 2 (tahun) Hal ini merupakan perbedaan pertama dengan Undang-Undang sebelumnya, dan memperjelas kepastian atas jenis-jenis pemidanaan yang dapat dimohonkan grasinya dan menghindarkan adanya praktek curang terpidana untuk menghindari pelaksanaan hukumannya. Kata dapat‛berarti terpidana diberikan kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan grasi sesuai Undang-Undang ini. 18 Kemudian tentang pembatasan kesempatan terpidana untuk mengajukan grasi. Sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang mengenai berapa kali kesempatan yang dimiliki terpidana untuk mengajukan grasi. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka, terpidana hanya dapat mengajukan grasi satu kali, ia dapat mengajukan grasi kedua kali, kecuali ia memiliki kondisi yang menjadi syarat sebagai berikut: 1. Pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut; atau  2. Pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima. 19 Permohonan grasi itu dapat dilakukan oleh terpidana atau kuasa hukumnya, dan keluarga terpidana atas persetujuannya, kecuali dalam hal putusan pidana mati,                                                            18Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus A.T. Napitupulu, Pembatasan Grasi dan Hukuman Mati: Analisis Atas Penggunaan Undang-Undang Grasi dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Grasi dalam Eksekusi Mati Gelombang Ke-3, h. 4.  19Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus A.T. Napitupulu, Pembatasan Grasi dan Hukuman Mati: Analisis Atas Penggunaan Undang-Undang Grasi dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Grasi dalam Eksekusi Mati Gelombang Ke-3, h. 4.  
23  permohonan dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuannya. Permohonan grasi dapat diajukan terpidana sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu. Frasa ‘tidak dibatasi, mengandung makna tidak ada batasan waktu dalam mengajukan permohonan grasi, sehingga terpidana dapat mengajukannya sejak putusan berkekuatan hukum, atau setelahnya, ia juga dapat mengajukan setahun, dua atau tiga tahun setelahnya. 20  Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah pertama, Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana; kedua Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-undang tentang Hukum acara Pidana atau; ketiga, Putusan Kasasi. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 merupakan pengubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Alasan dilakukannya pengubahan yaitu, terutama di dasarkan atas besarnya tunggakan permohonan grasi yang belum dapat diselesaikan Pemerintah dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1515 dalam undang-undang tersebut yaitu 2 (dua) tahun sejak undang-undang grasi di undangkan yang berakhir pada tanggal 22 Oktober 2004. Dalam kenyataannya, walaupun telah berakhirnya jangka waktu tersebut, ternyata masih terdapat permohonan grasi yang belum dapat diselesaikan berjumlah 2106 (dua ribu seratus enam) kasus.                                                            20Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus A.T. Napitupulu, Pembatasan Grasi dan Hukuman Mati: Analisis Atas Penggunaan Undang-Undang Grasi dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Grasi dalam Eksekusi Mati Gelombang Ke-3, h. 4-5.  
24  Menurut pemerintah, beberapa faktor yang menyebabkan tidak terselesaikannya permohonan grasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu: pertama karena tidak terakomodirnya ketentuan mengenai batas waktu pengajuan permohonan grasi bagi terpidana mati baik dalam UndangUndang Nomor 3 Tahun 1950 maupun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002. Hal tersebut  menyebabkan adanya ketidakpastian dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati menjadi tertunda sampai dengan jangka waktu yang tidak terbatas. 21 Kedua, Mekanisme permohonan dan penyelesaian permohonan grasi yang dianut dalam UndangUndang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi melibatkan beberapa instansi terkait dalam sistem peradilan pidana sehingga menyebabkan birokrasi yang panjang. Disamping itu, Undang-Undang tersebut tidak mengenal pembatasan putusan pengadilan yang dapat diajukan grasi serta tidak mengatur adanya penundaan pelaksanaan putusan pengadilan dalam hal terpidana mengajukan permohonan grasi. Ketentuan-ketentuan yang diubah adalah ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) sehingga berbunyi: 1. Terhadap putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden, 2. Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun, 3. Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali. 22                                                             21Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus A.T. Napitupulu, Pembatasan Grasi dan Hukuman Mati: Analisis Atas Penggunaan Undang-Undang Grasi dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Grasi dalam Eksekusi Mati Gelombang Ke-3, h. 5.  22Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus A.T. Napitupulu, Pembatasan Grasi dan Hukuman Mati: Analisis Atas Penggunaan Undang-Undang Grasi dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Grasi dalam Eksekusi Mati Gelombang Ke-3, h. 6.  
25  jangka Ketentuan lain yang diubah yaitu Pasal 7 ayat (2), mengenai permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun. Perubahan dalam Pasal 10, jangka waktu pemberian pertimbangan hukum MA semula 3 bulan menjadi 30 hari. Kedua pasal inilah katanya yang akan memberikan kepastian hukum kepada para pemohon grasi karena adanya batasan waktu yang lebih singkat. Namun dalam prakteknya hal inilah justru mengekang narapidana mati untuk mengajukan grasi. Terutama dalam kasus-kasus hukuman mati Hal-hal pokok yang ditentukan dan diatur di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 antara lain sebagai berikut: 1. Bahwa grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau pengahpusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden (Pasal 1 ayat 1), 2. Terpidana yang berhak mengajukan permohonan dan mendapatkan pengampunan oeh Presiden adalah Terpidana yang dipidana dengan pidana mati, Pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 tahun (Pasal 2 Ayat 2). Dan diberi batasan pula (ayat 3), bahwa grasi hanya dapat diajukan satu kali saja, kecuali dalam 2 hal, yakni: a. Sudah lewat 2 tahun sejak tanggal penolakan grasinya, dan b. Bagi terpidana mati yang dikabulkan grasinya menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat 2 tahun sejak keputusan pemberian grasinya. (Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tidak ditentukan tentang batas tersebut, dan oleh karena itu dahulu grasi dapat diajukan berkali-kali. 
26  3. Ditegaskan dalam Pasal 3, bahwa permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan selain putusan pidana mati. 23    Pada 15 Juni 2016, Mahkamah Konstitusi (MK) mengelurkan keputusan terkait permohonan pengujian Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 22 Tahun 2002 tentang Grasi dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Pasal itu mengatur grasi diajukan paling lama dalam jangka waktu satu tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika lebih dari satu tahun maka permohonan Grasi dianggap kadaluwarsa. 24 Dalam Putusan bernomor No 107/PUU-XII/2015, MK memutuskan bahwa permohonan grasi merupakan hak prerogatif presiden yang tidak dibatasi waktu pengajuannya karena menghilangkan hak konstitusional terpidana. Putusan MK ini menganulir adanya jangka waktu (pembatasan) pengajuan grasi oleh terpidana. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 (Undang-Undang Grasi Perubahan Kedua) yang berbunyi : “Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.” Dengan adanya putusan ini maka seluruh terpidana, khususnya terpidana mati seharusnya dapat mengajukan grasi kapan saja tanpa ada ketentuan tenggat waktu yang bersifat prosedural. 25                                                            23Adami Chazawi, Hukum Pidana 2, h. 202.  24Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus A.T. Napitupulu, Pembatasan Grasi dan Hukuman Mati: Analisis Atas Penggunaan Undang-Undang Grasi dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Grasi dalam Eksekusi Mati Gelombang Ke-3, h. 6.  25Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus A.T. Napitupulu, Pembatasan Grasi dan Hukuman Mati: Analisis Atas Penggunaan Undang-Undang Grasi dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Grasi dalam Eksekusi Mati Gelombang Ke-3, h. 6.  
27  Prinsip dasar pemberian grasi ialah diberikan pada orang yang telah dipidana dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan mengajukan grasi berarti dari sudut hukum permohonan telah dinyatakan bersalah, dan dengan mengajukan permohonan ampun (grasi) berarti dia telah mengakui akan kesalahannya itu. Sebab bila dia tidak mengakui kesalahannya, dia tidak perlu mengajukan grasi, tetapi dia dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK). Pemberian grasi tidak membatalkan putusan pemidanaan Hakim. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak dapat dibatalkan dan diberikan putusan yang lain oleh kekuasaan pemerintah. Pemberian grasi itu sifatnya ialah memberi pengampunan, dan tidak dapat menhilangkan atau meniadakan kesalahan terpidana. Sifat pemberian grasi adalah sekedar mengoreksi mengenai pidana yang dijatuhkan, tidak mengoreksi substansi substansi pertimbangan pokok perkaranya. Sifatnya yang demikian, akan lebih tampak pada tiga macam isinya yang diputuskan oleh Presiden dalam hal pemberian grasi, yaitu: 1. Meniadakan pelaksanaan seluruh pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan pengadilan, 2. Melaksanakan sebagian saja dari pidana yang dijatuhkan dalam putusan, 3. Mengubah jenis pidana (komutasi) yang telah dijatuhkan dalam jenis pidana pokok yang sama (misalnya pidana pnjara seumur hidup menjadi pidana penjara 10 tahun) maupun jenis pidana pokok yang berbeda  (misalnya pidana mati diubah menjadi pidana penjara 15 tahun). Jika melihat dari 3 macam isi dari putusan pemberian grasi, maka grasi menjadi dasar peniadaan pelaksanaan pidana hanya yang disebutkan pada nomor 1 saja, sedangkan grasi yang berisi yang disebutkan pada nomor 2 dan 3 tidak 
28  menghapus hak negara untuk melaksanakan pidana, tetapi sekedar meringankan pelaksanaan pidananya.  Apakah alasan untuk dapat diberikan grasi ?, Undang-Undang tidak secara eksplisit merinci alasan-alasan itu. Utreht menyebutkan 4 alasan pemberian grasi yaitu: 1. Kepentingan keluarga dari terpidana, 2. Terpidana pernah berjasa bagi masyarakat, 3. Terpidana menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, 4. Terpidana berkelakuan baik selama berada di Lembaga Pemasyarakatan dan memperlihatkan keinsyafan atas kesalahannya. 26                                                            26Adami Chazawi, Hukum Pidana 2, h. 201.  
29 BAB III PENGAMPUNAN DALAM ISLAM A. Pengampunan dalam Islam Meski istilah-istilah pengampunan dalam hukum pidana Islam tidak banyak dirumuskan oleh ‘ulama’ ahli fiqh, namun tetap ada penjelasan istilah pengampunan tersebut, dengan maksud untuk mengetahui batasan dan jenis pengampunan yang dapat diberikan atas jarimah atau tindak pidana yang dilakukan. Jika ditarik dari padanan arti kata grasi sebagaimana yang termaktub dalam konstitusi dan Undang-undang, bahwa grasi merupakan suatu pengampunan yang diberikan oleh seorang penguasa yang dalam hal ini seorang Presiden.  Maka, dalam dunia peradilan Islam juga dikenal suatu bentuk pengampunan, dengan istilah al-‘afwu (ا)  dan al-syafa‘at (ا), baik pengampunan tersebut diberikan oleh pihak korban atau yang diberikan oleh penguasa kepada pelaku dari tindak kejahatan. Kata al-‘afwu (ا) merupakan bentuk isim yang mendapat imbuhan kata al (لا) di depannya, atau disamakan dengan kata ‘afwun () dalam bentuk masdar-nya, yang secara segi bahasa mengandung arti hilang, terhapus dan pemaafan.1                                                            1Abdul Aziz Dahlan (et.al.), Ensiklopedia Hukum Islam (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), h. 30.  
30  Sedang kata al-‘afwu (ا) menurut istilah sebagaimana yang didefinisikan oleh ulama’ ahli usul Abi al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya al-Razy adalah setiap pembuat dosa (pelaku kejahatan) yang seharusnya menjalani hukuman menjadi terhapuskan sebab telah mendapatkan pengampunan.2 Selanjutnya, kata al-syafa‘at (ا) dalam kamus bahasa arab merupakan lawan kata dari al-witru (ا) atau - ganjil - yang mengandung arti genap, sepasang, sejodoh, perantaraan, pertolongan dan bantuan.3 Sebagaimana perantaraan atau pertolongan dari seseorang dalam menyampaikan kebaikan atau menolak kejahatan. Adapun kata al-syafa‘at (ا) sendiri berasal dari kata syafa‘a ( َََﺷ) yang juga berarti menghimpun, mengumpulkan atau menggandakan sesuatu dengan sejenisnya.4 Sehingga dari pengertian di atas dalam penelusuran kepustakaan hukum Islam kata al-‘afwu (ا) dan kata al-syafa‘at (ا) mempunyai kesamaan makna dengan grasi sebagaimana yang didefinisikan Fakhruddin al-Razi (ahli fiqh mazhab Maliki) dengan makna‚ suatu permohonan dari seseorang terhadap orang lain agar keinginannya dipenuhi. 5                                                             2Abi al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya al-Razy, Mujmal al-Lughat (Beirut: Dar alFikr, 1414 H 1994 M), h. 472.  3Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 729.  4Abdul Aziz Dahlan (et.al.), Ensiklopedia Hukum Islam, h. 411.   5Abdul Aziz Dahlan (et.al.), Ensiklopedia Hukum Islam, h. 411.   
31  Dalam hukum Islam yang menjadi dasar adanya pengampunan menurut Ahmad Fathi Bahansi,6 antara lain yaitu firman Allah swt dalam Q.S al-Imran/3:155 yaitu;  ۖ ْاﻮُﺒ َ	ﺴَﻛ ﺎَﻣ ِﺾۡﻌَﺒِﺑ ُﻦ ـ َﻄۡﻴ 	ﺸﻟ ُُﻢﻬ ﻟ ََﱱۡﺳ ﺎَﻤ ﻧ #ا ِنﺎَﻌۡﻤَۡﺠﻟ َﻰَﻘۡﺘﻟ َمَۡﻮﻳ ُۡﲂ,ِﻣ ْاۡﻮ ﻟََﻮﺗ َﻦ. ِ / ن #ا  َ 0 ن #ا ُۗۡﻢۡﳯَﻋ ُ 0 ﺎَﻔَﻋ ۡﺪََﻘﻟَو  ٞﲓِﻠ:َ ٌرﻮَُﻔﻏ١٥٥  Terjemahnya: Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara ketika terjadi pertemuan (pertempuran) antara dua pasukan itu, sesungguhnya mereka digelincirkan oleh setan, disebabkan sebagian kesalahan (dosa) yang telah mereka perbuat (pada masa lampau), tetapi Allah telah memaafkan mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.7  Di ayat ini, Allah ingin memberitahukan kepada hambanya bahwa sebab kekalahan mukminin di perang uhud bukan hanya sebab yang bisa di lihat oleh panca indra saja, tetapi juga ada sebab yang tidak terlihat. Sebat tidak terlihat tersebut adalah setan. Setan mendorong atau memjadikan mukminin terjerumus dalam kesalaha melalui apa yang telah mukminin kerjakan sendiri. Saat itu, memang dalam diri mereka ada sesuatu yang tidak beres. Pasukan pemanah lihat ghanimah lalu lupa perintah rasul. Kesempatan inilah yanag di gunakan oleh setan untuk menggoyangkan hati mukminin hingga mereka lari dan meninggalkan pos yang di tentukan oleh rasul untuk bertahan. Akan tetapi meskipun mereka bersalah karena                                                            6Ali Fathi Bahansi, al-Uqubat fi al-fiqh al-Islami (Bairut: Maktabah al-Arobiyyah, 1961), h. 219.  7Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012), h. 89.  
32  lari dalam perang mereka mau bertaubat kepada allah, maka allah pun mengampuni mereka.8 Selanjutnya dalam Q.S Al-Baqarah/2:52, yaitu;  َنوُﺮُﻜَۡﺸB ُۡﲂﻠََﻌﻟ َCِ َذ ِﺪَۡﻌﺑ ۢﻦ ِّﻣ ُﲂﻨَﻋ Hَۡﻮَﻔَﻋ ُﰒ  ٥٢   Terjemahnya: “Kemudian Kami memaafkan setelah itu, agar kamu bersyukur”. 9  B. Dasar Pengampunan dalam Islam Dalam beberapa literatur kajian fiqh, pengampunan dikenal dengan istilah al-‘afwu dan al-syafa‘at dengan mendasarkan pada: 1. Nash Al-Qur’an  a. Q.S Al-Nisa/4:85  َۡﳯ ِّﻣ ٞﻞۡﻔِﻛ ۥ ُ L ﻦَُﻜ. َٗﺔO ِّ Pَﺳ ٗﺔَﻌ ـ َﻔَﺷ ۡﻊَﻔَۡﺸS ﻦَﻣَو ۖ َﺎۡﳯ ِّﻣ ٞﺐPَِﺼﻧ ۥ ُ L ﻦَُﻜ. َٗﺔﻨ َ	ﺴَﺣ ًﺔَﻌ ـ َﻔَﺷ ۡﻊَﻔَۡﺸS ﻦ ﻣ ُِّﰻ ََٰﲆ[ ُ 0 َنَﰷَو ۗﺎ  ﺎٗﺘ]ِﻘ^ﻣ ٖء َۡﳾ٨٥      Terjemahnya:   Barang siapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. dan Barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 10 Dengan kata lain memberikan syafa‘at dalam surah al-Nisa’ ayat 85 ini supaya seseorang ataupun sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana                                                            8Dr. Hasan el-Qusdy, M.A., M.Ed., “Majlis Kajian Interaktif Tafsir Al-Qur’an (M-Kita) Surakarta”. 02 agustus 2018. http://mkitasolo.blogspot.com (13 maret 2011). 9Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 10.  10Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 199.  
33  dapat kembali memperoleh hak-haknya sebagai warga negara, karena syafa‘at diberikan supaya kembali untuk berbuat kebaikan. Dapatlah dijabarkan makna dari ayat tersebut; barangsiapa yang memberikan dari saat ke saat, untuk siapa dan kapan saja syafa‘at yang baik, yakni menjadi perantara sehingga orang lain dapat melaksanakan tuntunan agama, baik dengan mengajak maupun memberikan sesuatu yang memungkinkan orang lain dapat mengerjakan kebajikan, niscaya ia akan memperoleh bahagian pahala darinya yang disebabkan oleh upayanya menjadi perantara. Dan barangsiapa yang memberi syafa‘at, yakni menjadi perantara untuk terjadinya suatu pekerjaan yang buruk bagi siapa dan kapanpun, niscaya ia akan memikul bahagian dosa dari usahanya. Allah swt sejak dulu hingga kini dan seterusnya Maha kuasa atas segala sesuatu.11 b. Q.S al-A’raf/7:199,  َﲔِِﻠﻬ ـ َۡﺠﻟ ِﻦَﻋ ۡضِﺮۡﻋeَو ِفۡﺮُۡﻌﻟ gِﺑ ۡﺮُﻣۡَٔو َﻮۡﻔَۡﻌﻟ ِﺬjُ ١٩٩   Terjemahnya: “Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.” 12 Berdasarkan ayat di atas, kita di ajarkan untuk saling memaaafkan ingatlah allah maha pemaaf, oleh sebab itu mulai sekarang belajarlah untuk saling memaafkan orang yang telah menyakiti kita, memafkan sejatinya adalah                                                            11Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol. 2, (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 511  12Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 237.  
34  membebaskan diri dari penjara karena perasaan amarah dan dendam adalah sangat merugikan diri kita sendiri, ketahuilah bahwa sejahat-jahatnya orang pasti ada sifat baikyang mengikutinya, karena setiap manusia mempunyai kebaikan dalam dirinya. Dengan cara berfikir positif, kita dapat menerima kesalahan yang telah di perbuat oleh orang lain. 2. Hadits Di dalam beberapa hadits memberikan keterangan, pengampunan juga dianjurkan dalam suatu perkara tindak pidana selama itu memang masih bisa dimungkinkan. Sebagaimana hadits Amr bina As yaitu, ﺎَﻤﻴِﻓ  َدْوُﺪُْﳊا اﻮُﻓﺎَﻌَـﺗ  َلَﺎﻗ  َﻢﻠَﺳ  َو  ِﻪْﻴَﻠَﻋ  ُﻪﻠﻟا ﻰﻠَﺻ  ِﻪﻠﻟا  َلْﻮُﺳَر  َنا  ِصﺎَﻌْﻟا  ِﻦْﺑ ِوﺮْﻤَﻋ  ِﻦْﺑ  ِﻪﻠﻟا  َﻋ ِﺪْﺒ  ْﻦَﻋ  َﺐَﺟَو  ْﺪَﻘَـﻓ  ﺪَﺣ  ْﻦِﻣ  ِﲏَﻐَﻠَـﺑ  ْﻢُﻜَﻨ ْـﻴَـﺑ  Artinya :  “Dari Abdillah bin ‘Amr bin al’As bahwasanya Rasulullah saw bersabda : saling memaafkanlah dari perkara hudud di antara kalian, karena jika telah sampai kepadaku perkara hudud itu maka wajib atasku untuk menegakkannya”.13  3. Pendapat para Ulama a. Pengampunan dalam perkara hudud Para mujtahid sepakat dalam hal pemberian pengampunan (al- ‘afwu atau al-syafa‘at) diperbolehkan meskipun jarimah tersebut yang berkaitan dengan perkara hudud selama perkara tersebut belum diajukan kepengadilan untuk                                                            13No. Hadits 4376, Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy‘as al-Sajistany, Sunan Abi Dawud, fi Kitab al-Aqdiyah (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), h. 816  
35  disidangkan, sebagaimana dinisbatkan dengan mendasarkan pada keterangan hadits yang berkaitan dengan pencurian. Maka, demikian juga dengan perkara jarimah yang diancam dengan hukuman hudud yang lain juga diperkenankan pemberian pengampunan.14 Dalam perkara hudud (seperti; pencurian dan sebagainya.) menurut pandangan Abu Zahrah, pengampunan yang diberikan sebelum perkaranya dibawa ke pengadilan tidak dikatakan sepenuhnya menggugurkan dari suatu jarimah tersebut, namun hanya mencegah atau mengurangi dari hukuman maksimalnya saja (seperti; potong tangan), sehingga pelaku jarimah tidak dapat menghindar dan tetap diancam dengan peralihan menjadi hukuman ta‘zir, sebagai proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menjaga setabilitas keamanan dan hukum di masyarakat, jika waliyul amri tersebut mengetahui dan menurut pandangannya itu lebih membawa kemaslahatan untuk tetap dikenakan sanksi.15 Adapun pengampunan dalam perkara hudud yang telah sampai kepengadilan baik perkara tersebut belum diputuskan atau sesudah hakim memutuskannya, namun pelaksanaan hukuman hadnya belum dilaksanakan, apakah pengampunan tersebut berpengaruh terhadap sanksi yang akan diterima oleh terdakwa ?, fuqaha’ sepakat bahwa pengampunan tersebut tidak berpengaruh sama sekali dari putusan yang sudah                                                            14Muhammad Abu Zahrah, al-Jarimah wa al-‘Uqubah fi al-Fiqh al-Islam; al-Jarimah (Beirut: al-Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1998), h. 73.  15Muhammad Abu Zahrah, al-Jarimah  wa al-‘Uqubah fi al-Fiqh al-Islam; al-Jarimah, h. 73-74.  
36  dan atau akan diputuskan oleh hakim terhadap pelaku jarimah tersebut, seperti zina, pemadat dan pencuri sebagaimana ini pendapat fuqaha’ yang paling kuat, karena menurut pendapat mereka (para fuqaha’) hukum had sebagaimana zina maupun pemadat, merupakan hak murni milik Allah dalam menentukan dan untuk ditegakkannya hukum had tersebut, dan adapun had yang lain seperti pencuri, meskipun ada sebagian hak yang dimiliki oleh seorang hamba namun hanya sebatas kepemilikan hartanya saja dan bagi mereka (seorang hamba) tidak ada kewenangan untuk menentukan (merubah) ketetapan atas tindakan pencurian yang sudah ditetapkan atas pelakunya, sehingga tidak satu orangpun yang berhak untuk menggugurkan pidana tersebut. 16 Selanjutnya, para mujtahid hanya berbeda pendapat dalam hal pengertian pemberian maaf yang secara cuma-cuma ataupun yang meminta dengan ganti diyat itu sendiri. Sebagaimana menurut pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, menganggap pelepasan hak qisas dengan ganti diyat bukan sebagai pengampunan (al-‘afwu), melainkan perdamaian (al-sulh), karena menurut keduanya, kewajiban qisas atas tindak pidana disengaja bersifat ‘aini (terbatas kepada diri pelaku sendiri), juga karena diyat tidak wajib dibayarkan kecuali jika pelaku rela membayarnya.  Karena itu, apabila pengguguran qisas dengan ganti diyat menuntut adanya kerelaan dua belah pihak, itu dinamakan perdamaian, bukan pengampunan. Sedangkan Imam Syafi‘i dan Imam Ahmad bin Hambal menganggap pengguguran                                                            16Muhammad Abu Zahrah, al-Jarimah wa al-‘Uqubah fi al-Fiqh al-Islam; al-Jarimah, h.74.  
37  qisas dengan ganti diyat sebagai pengampunan bukan perdamaian, karena menurut keduanya, kewajiban atas pembunuhan disengaja adalah antara qisas atau diyat. Adapun hak memilih hanyalah milik korban atau walinya, tanpa memerlukan kerelaan pelaku. Juga karena pembatalan tersebut bersifat murni yang timbul dari satu pihak (yaitu korban atau walinya), tanpa membutuhkan persetujuan dari pihak lainnya (pelaku tindak pidana).17 b. Pengampunan dalam perkara ta’zir Adapun A. Djazuli, memberikan perbedaan yang menonjol dari jarimah hudud, qisas-diyat dan jarimah ta‘zir adalah: 1) Dalam jarimah hudud tidak ada pemaafan, baik oleh perorangan maupun oleh penguasa. Bila seseorang telah melakukan jarimah hudud dan terbukti di depan pengadilan, maka hakim hanya bisa menjatuhkan sanksi yang telah ditetapkan. Sedang dalam jarimah ta‘zir, kemungkinan pemaafan itu ada, baik oleh perorangan maupun oleh penguasa, bila hal ini lebih maslahat.  2) Dalam jarimah ta‘zir hakim dapat memilih hukuman yang lebih tepat bagi si pelaku sesuai dengan kondisi pelaku, situasi dan tempat kejahatan. Sedangkan dalam jarimah hudud yang diperhatikan oleh hakim hanyalah kejahatan material.                                                             17Abdul Qadir Audah, al-Tasyri‘ al-Jina’i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad‘iy, Penerjemah Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III (Bogor: P.T. Kharisma Ilmu, tt), h. 169.  
38  3) Pembuktian jarimah hudud dan qisas harus dengan saksi atau pengakuan, sedangkan pembuktian jarimah ta‘zir sangat luas kemungkinannya. 4) Hukuman had maupun qisas tidak dapat dikenakan kepada anak kecil, karena syarat menjatuhkan had si pelaku harus sudah baligh sedangkan ta‘zir itu bersifat pendidikan dan mendidik anak kecil itu boleh.18  C. Pemberian Pengampunan terhadap Jarimah Jarimah mempunyai arti yang sama dengan jinayat yaitu mengandung arti perbuatan buruk, jelek, dosa. Akan tetapi kata Jarimah identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Contohnya adalah Jarimah pencurian, Jarimah pembunuhan, dan sejenisnya. Jadi di dalam hukum positif Jarimah diistilahkan dengan delik atau tindak pidana yang melanggar hukum. Seseorang yang tidak melanggar hukum tidak bisa dikatakan melakukan tindak pidana atau delik, menurut sudut pandang hukum positif Indonesia. Sedangkan menurut fiqh, jinayah adalah seseorang yang meninggalkan perintah agama dan melanggar perbuatan yang dilarang oleh agama disebut dengan Jarimah. Jarimah dapat dibagi menjadi bermacam macam bentuk dan jenis. Tergantung pada sudut pandang mana melihatnya atau aspek yang menonjol.                                                              18A. Djazuli, Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 167.  
39  1. Dilihat dari Pelaksanaannya Aspek yang ditonjolkan dari perbuatan Jarimah ini ada 2 (dua) aspek: a. Jarimah ijabiyah adalah Jarimah yang terjadi karena melakukan perbuatan yang dilarang, seperti pencurian, zina, dan pemukulan b. Jarimah salabiyyah adalah Jarimah yang terjadi karena tidak mengerjakan perbuatan diperintahkan, seperti tidak mengeluarkan zakat.19 2. Dilihat dari Niatnya Pembagian dalam sudut pandang ini terbagi menjadi dua (dua) bagian yaitu: a. Jarimah Sengaja  Jarimah yang dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan dan atas kehendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman. Contoh perbuatan disengaja adalah seseorang yang masuk ke rumah orang lain dengan maksud mencuri sesuatu yang ada di rumah tersebut. b. Jarimah Tidak Sengaja Jarimah tidak sengaja adalah Jarimah dimana pelaku tidak sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya), contohnya perbuatan yang tidak                                                            19Ahmad Hanafi. Asas-Asas Hukum Pidana Islam. (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 15.  
40  disengaja adalah seseorang yang bermaksud mengejutkan orang lain tetapi yang dikejuti mempunyai penyakit jantung akhirnya meninggal dunia.20 3. Dilihat dari Objeknya  Jarimah ditinjau dari aspek objek perbuatan: a. Jarimah Perseorangan Adalah suatu Jarimah dimana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi hak perseorangan (individu), walaupun sebenarnya apa yang menyinggung individu, juga berarti menyinggung masyarakat. b. Jarimah Masyarakat (jara-im dhiddul-jamaa’ah) Adalah suatu Jarimah dimana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, walaupun sebenarnya kadang-kadang apa yang menyinggung masyarakat juga menyinggung perseorangan.21 4. Dilihat dari Motifnya Sudut pandang ini di bagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu  a. Jarimah politik adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang bertujuan politik untuk melawan pemerintah contohnya pemberontakan bersenjata, mengacaukan perekonomian dan lain-lain.                                                            20Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam-Fikih Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 22.  21Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam-Fikih Jinayah, h. 27.  
41  b. Sedangkan Jarimah biasa adalah perbuatan yang tidak ada hubungan dengan politik contohnya perbuatan mencuri ayam, mencuri sepeda motor dan lain-lain. 22 5. Dilihat dari Bobot Hukuman Jarimah Ditinjau dari Aspek Bobot hukumannya:  a. Jarimah Hudud Jarimah hudud adalah Jarimah yang diancam dengan hukuman had. Hukuman had sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah: “Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara‟ dan merupakan hak Allah.23 Ciri khas dari Jarimah hudud:  1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam artian  bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara‟ dan tidak ada batas maksimal dan minimal.  2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata. Pengertian akan hak Allah menurut Mahmud Syaltut dalam buku asas-asas hukum pidana Islam karya Ahmad Hanafi: “Hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang.24                                                             22Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam-Fikih Jinayah, h. 27.  23Ahmad Hanafi. Asas-Asas Hukum Pidana Islam, h. 24.   24Ahmad Hanafi. Asas-Asas Hukum Pidana Islam, h. 25.  
42  Jarimah hudud ini ada tujuh macam:  1) Jarimah zina: Rajam, melempari pezina dengan batu sampai ajal. 2) Jarimah qadzaf (menuduh zina) menuduh wanita baik-baik berbuat zina tanpa ada bukti yang meyakinkan. 3) Jarimah Syurbul Khamr: diharamkan, termasuk narkotika, sabu, heroin, dan lainnya. Hukumannya 40 kali dera sebagai had, dan 40 kali dera sebagai hukum ta`zir sebagaimana yang dipraktekkan oleh Umar bin Khattab. 4) Jarimah pencurian: Sariqah ialah perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan maksud untuk memiliki serta tidak adanya paksaan. Dalam Al-Quran, Jarimah sariqah adalah potong tangan.  5) Jarimah hirabah: sekelompok manusia yang membuat keonaran, pertumpahan darah, merampas harta, dan kekacauan. Hukuman bagi haribah adalah hukuman bertingkat. 6) Jarimah riddah: keluar dari agama Islam.  7) Jarimah Al Bagyu: pemberontakan, yaitu keluarnya seseorang dari ketaatan kepada Imam yang sah tanpa alasan.25 b. Jarimah Qishash dan Diyat Adalah Jarimah yang diancam dengan hukuman qishas dan diyat (ganti rugi dari si pelaku kepada si korban atau walinya). Baik qishas maupun diyat keduanya                                                            25Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 27.  
43  adalah hukuman yang sudah ditentukan syara‟ dan merupakan hak individu.  Ciri khas Jarimah qishas dan diyat:  1) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan syara‟ dan tidak ada batas maksimal dan minimal.  2) Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku. Jarimah qishas dan diyat terbagi menjadi:  1) Pembunuhan sengaja (al-qotlul‘amdu), 2) Pembunuhan menyerupai sengaja (al-qotlu syibhul’amdi), 3) Pembunuhan karena kesalahan (al-qotlul khotho’u), 4) Penganiayaan sengaja (al-jarhul ‘amdu), 5) Penganiayaan tidak sengaja (al-jarhul khotho’u).26 Perbedaan antara qishas dengan diyat adalah qishas merupakan bentuk hukuman bagi pelaku Jarimah terhadap jiwa, anggota badan yang dilakukan dengan di sengaja. Adapaun diyat objeknya sama dengan qishas tetapi dilakukan dengan tanpa disengaja. Di samping itu diyat merupakan hukuman pengganti dari hukuman qishas yang dimaafkan. 27                                                             26Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, h. 29.   27Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, h. 30.   
44  c. Jarimah Ta’zir  Adalah Jarimah yang hukumannya bersifat mendidik atas perbuatan dosa yang belum ditetapkan oleh syara` atau hukuman yang diserahkan kepada keputusan hakim. Namun hukum ta’zir juga dapat dikenakan atas kehendak masyarakat umum, meskipun bukan perbuatan maksiat, melainkan awalnya mubah. Dasar hukum ta`zir adalah pertimbangan kemaslahatan dengan mengacu pada prinsip keadilan. Pelaksanaannya pun bisa berbeda, tergantung pada tiap keadaan. Karena sifatnya yang mendidik, maka bisa dikenakan pada anak kecil.28  Ciri khas Jarimah ta’zir: 1) Hukumannya tidak tertentu dan terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan syara‟ dan ada batas maksimal dan minimalnya.  2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa Jenis Jarimah ta’zir menurut Ibnu Taimiyah; Perbuatanperbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat, seperti mencium anak-anak (dengan syahwat), mencium wanita lain yang bukan isteri, tidur satu ranjang tanpa persetubuhan atau memakan barang yang tidak halal seperti darah dan bangkai, maka semuanya itu dikenakan hukuman                                                            28Ahmad Wardi Muslih, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam-Fikih Jinayah (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 18-19.  
45  ta’zir sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa.29 Sebagai seorang pemimpin selayaknya untuk memberikan maaf terhadap rakyatnya, memaafkan kesalahan seseorang adalah tanda orang yang bertakwa. Wajib memberi maaf jika telah di minta dan lebih baik memaafkan. Islam mengajarkan manusia untuk saling memaafkan, ingatlah allah maha pemaaf. Adapun pemberian grasi ini hanya kepada para terpidana mati saja, akan tetapi pada hakikatnya tidaklah tertentu kepada satu hukuman saja, melainkan setiap hukuman dapat diberi grasi dengan batasan sebagaimana yang dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 pasal 2 ayat (2) tentang grasi, yakni putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau penjara paling rendah 2 (dua) tahun Sedangkan di dalam fiqh Islam, pengampunan hukuman hanya berlaku pada hukuman qishash-diat dengan sebutan al-syafa’at, di mana hal tersebut juga bermakna grasi namun tata caranya yang berbeda. Sebab pengampunannya bukanlah milik seorang kepala negara. Sedangkan pada hukuman had, tidak berlaku pengampunan apabila sudah diputuskan oleh hakim atau qadhi.                                                            29Ibnu Taimiyah, Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islam, Terj. Rofi Munawwar (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), h. 157.  
46 BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PELAKSANAAN GRASI A. Penerapan Grasi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqih jinayah. Fiqih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang-orang yang dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalailmhukum yang terperinci dari Al-Qur’an dan Hadits.1 Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits.2 Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah swt yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam yang dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah swt sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah swt. Perintah Allah swt dimaksud, ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain. 3                                                            1Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), h. 86.  2Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Ed. I; Cet. III: Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 1.  3Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, h. 1.  
47  1) Hak Pemberian Ampunan Menurut Hukum Islam Istilah pemberian ampun identik dengan pemberian maaf. Kalau diperhatikan dari segi penggunaannya maka akan terlihat perbedaannya. Pemberian ampun atau pengampunan hanya berlaku bagi Allah SWT, sedangkan istilah pemberian maaf/pemaafan juga berlaku bagi Allah SWT di samping berlaku bagi manusia. Pengampunan terhadap qishash dibolehkan menurut kesepakatan para fuqaha, bahkan lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaannya.4 Hal ini di dasarkan kepada firman Allah swt Q.S al-Baqarah 2:178 sebagai berikut:    ◌ۚ◌ٰ  ِﻪِﺧ ۡﻦِﻣ ۥ ُَ َﻲِﻔُﻋ ۡﻦََﻤﻓ  ٖۗﻦ ـ َﺴۡﺣ ِ ِﻪَۡﻴﻟ ا ٌٓءاَدَو ِفوُﺮۡﻌَۡﻤﻟ' (ِﺑ ُۢعﺎَﺒِّ ﺗ' (َﻓ ٞء َۡﳾ  Terjemahnya: “....Tetapi Barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah  dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya yang baik pula.5  Dalam Q.S al-Maidah/ 5:45, tentang pelukaan disebutkan:  ◌ۚ◌ٞۥ ُ 2 ٞةَرﺎ2ﻔَﻛ َُﻮَﻬﻓ ۦِﻪِﺑ َق 2ﺪََﺼﺗ ﻦََﻤﻓ Terjemahnya: ......Barangsiapa yang melepaskan (hak qisas)nya, Maka itu menjadi penebus dosa baginya..... 6  Pernyataan untuk memberikan pengampunan tersebut dapat dilakukan secara lisan ataupun secara tertulis. Redaksinya bisa dengan lafaz (kata) memaafkan, membebaskan, menggugurkan, melepaskan, memberikan, dan sebagainya.                                                            4Ahmad Wardi Muchlis, Hukum Pidana Islam, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), h. 160.  5Kementerian Agama, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012), h. 34. 6Kementerian Agama, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 153. 
48  Dalam hubungannya dengan tindak pidana (jarimah) maka istilah pengampunan dan pemaafan mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk membebaskan hukuman dari pelakunya. Meskipun mempunyai tujuan yang sama, tetapi penggunaan dan menggunakan berbeda. Hal ini tergantung dari tindak pidana (jarimah) yang terjadi, misalnya: 1. Dalam jarimah qishas-diyat Yang tergolong dalam jarimah ini adalah7: a) Pembunuhan sengaja (al-qathju amdu); b) Pembunuhan semi sengaja (al-qathlu syibhu amdi); c) Pembunuhan karena kehilapan/tidak sengaja (al-qathlu khata); d) Penganiayaan sengaja (al-jahru amdu) e) Penganiayaan tidak sengaja (al-jahru khata) Jika seseorang melakukan salah satu dari jarimah (tindak pidana) di atas, maka hukuman yang dapat diterapkan bagi pelakunya adalah tergantung dari si korban atau walinya, yakni memberikan balasan atau memaafkan. Pengampunan menurut perpsepsi Imam malik dan Imam Abu Hanifah, adalah pembebasan dari qishash, dan tidak otomatis mengakibatkan adanya hukuman diyat. Menurut mereka, untuk tampilnya diyat menggantikan qishash, bukan dengan pengampunan, melainkan harus dengan perdamaian (shulh). Dengan demikian, penggantian hukuman qishash dengan diyat tidak bisa ditetapkan secara sepihak, melainkan harus dengan persetujuan kedua belah pihak, yaitu pihak wali (keluarga) korban dan pihak pelaku (pembunuh).8 Akan tetapi, menurut Imam Syafi’i dan Hanabilah, pengampunan itu di samping menggugurkan hukuman qishash, juga                                                           7 A.Hanafi, Azas-azas Hukum Pidana Islam, Bulan Bintang, 1990, Jakarta, Hal. 8 8Ahmad Wardi Muchlis, Hukum Pidana Islam, h. 161.  
49  secara otomatis mengakibatkan tampilnya hukuman diyat sebagai hukuman pengganti, dan wali korban berhak  bmemilih qishash atau diyat, tanpa menunggu persetujuan pelaku (pembunuh). Orang yang berhak memiliki dan memberikan pengampunan adalah orang yang memiliki hak qishash. Menurut Jumhur ulama yang terdiri atas Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad, pemilik qishash, sebagaimana telah dikemukakan, adah semua ahli waris, baik zawil furudh maupun ashabah, laki-laki maupun perempuan, dengan syarat mereka itu akil dan baligh. Akan tetapi, menurut Imam Malik, pemiliki hak qishash adalah ashabah laki-laki yang paling dekat derajatnya dengan korban, dan perempuan yang mewaris dengan syarat-syarat tertentu. 9 Apabila mustahik qishash itu hanya seorang diri, dan memberikan pengampunan maka pengampunan itu hukumnya sah dan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, pelaku bebas dari hukuman qishash. Apabila wali korban menuntut kompensasi dengan diyat, maka wajib membayar diyat atas persetujuannya menurut Hanafiyah dan Malikiyah, atau meskipun tanpa persetujuannya menurut Syafi’iyah dan Hanabilah. Apabila mustahik qishash terdiri dari beberapa orang, dan salah seorang gugur dari mereka memberikan pengampuna, hukuman qishash menjadi gugur, dan dengan demikian pelaku bebas dari hukuman qishash itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dibagi-bagi di antara ahli waris. Hanya saja untuk pembebasan ini Malikiyah memberikan persyaratan orang yang memberikan pengampunan itu sama derajatnya dengan ahli waris (mustahik) yang lain, atau lebih tinggi. Dengan demikian, apabila yang memberikan pengampunan itu derajatnya kepada korban                                                           9Ahmad Wardi Muchlis, Hukum Pidana Islam, h. 162.  
50  lebih rendah daripada mustahik yang lain maka pemaafannya itu tidak berlaku, dan pelaku (pembunuh) belum bebas dari hukuman qishash.10  Apabila wali korban memberikan pengampunan, baik dari qishash maupun diyat, pengampunan tersebut hukumnya sah, dan pelaku (pembunuh) bebas dari qisahash dan diyat, yang kedua-keduanya merupakan hak individu. Akan tetapi, karena di dalam hukuman qishash itu terkandung dua hak, yaitu hak Allah swt (masyarakat) dan hak manusia (individu), penguasa masih berwenang unutk menjatuhkan hukuman ta’zir. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiyah dan Malikiyah. Hukuman ta’zir yang harus dijatuhkan menurut Malikiyah adalah penjara selama satu tahun dan jilid (dera) sebanyak seratus kali. Akan tetapi, menurut Syafi’iyah, hanabilah, Ishak, dan Abu Tsaur, pelaku tidak perlu dikenakan hukuman ta’zir. 11 2. Dalam Jarimah hudud Istilah hudud dikenal sebagai pelanggaran terhadap hak-hak Allah SWT. Dan yang tergolong dalam jarimah ini yaitu12: a) Berzina; b) Menuduh berzina; c) Mencuri; d) Mabuk; e) Mengacau/merampok; f) Murtad; g) Memberontak (bugah)                                                           10Ahmad Wardi Muchlis, Hukum Pidana Islam, h. 162.  11Ahmad Wardi Muchlis, Hukum Pidana Islam, h. 162.  12 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Terjemahan Nabhan Husain IX,  Al-Ma’arif, Bandung, 1984, h. 14. 
51  Pelanggaran terhadap salah satu dari kejahatan tersebut diatas, maka pelakunya diancam dengan suatu hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Mengingat Jarimah hudud adalah pelanggaran terhadap hak-hak Allah SWT, maka seharusnya hukuman tersebut tidak dimaafkan atau ditunda pelaksanaannya. Akan tetapi hukuman tesebut dapat dihapus dengan adanya taubat dari perbuatannya.13 3. Dalam Jarimah ta’zir Jarimah ta’zir dikenal sebagai tindak pidana yang tidak ada ketentuan hukumnya dan bentuk jarimahnya. Maka istilah ta’zir menurut fiqh adalah “tindakan edukatif terhadap perbuatan dosa yang tidak ada sanksi had dan kafaratnya.” Atau dengan kata lain, ta’zir adalah hukuman yang bersifat edukatif ditentukan oleh hakim atas syari’at atau kepastian hukumnya belum ada.14 Syara’tidak menetukan macam-macam hukuman untuk jarimah ini, akan tetapi syara’ hanya menyebutkan ta’zir merupakan sekumpulan hukuman dari yang seringan-ringannya sampai kepada yang seberat-beratnya. Begitu jarimah ini tidak ditentukan banyaknya, dan memang ta’zir tidak mungkin ditentukan banyaknya. Oleh karena itu, suatu perbuatan dianggap sebagai jarimah atau tidak, hal ini tergantung dari hakim untuk menetukannya. Begitu juga hukuman aoa yang dipandang sesuai dengan jarimah yang telah diperbuatanya. Syara’ hanya menentukan sebagian dari jarimah ta’zir yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan tetap dipandang sebagai jarimah seperti riba, menggelapan titipan, memaki-maki orang, suapan dan sebagainya.15                                                           13Ibid 14 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Terjemahan H. Kamaluddin A. Marzuiki XI, Al-Ma’arif, Bandung, 1987, h. 150. 15 A.Hanafi, Loc.Cit, h. 8. 
52  Dan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, yang dipandang sebagai jarimah ta’zir, maka hal ini diserahkan sepenuhnya kepada penguasa untuk menentukan hukumannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan masyarakatn dan tidak boleh bertentangan dengan nas Al-Quran maupun Al-Hadits dan prinsip-prinsip tujuan umum dari perundagn-undangan. Mengingat jarimah ta’zir adalah menjadi haknya penguasa negara, maka jika terjadi sesuatu jarimah ta’zir penguasa negara berhak menentukan hukumannya atau memberi pengampunan kepada pelakunya. Namun hal ini tidak dipergunakan dengan sewenang-wenang dan tidak boleh bertentangan dengan syara’ dan prinsip-prinsip umum. Kalau dibandingkan dengan hukum pidana positif maka juga terdapat di sana sistem pengampunan. Tetapi pengampunan yang terdapat di dalam hukum pidana positif berlaku pada tindak pidana zina yang dilakukan oleh sang istri, maka sang suami bisa memberikan pengampunan pada istrinya yang telah berbuat zina, yaitu dengan jalan menarik kembali pengaduannya sebelum pemeriksaan dalam pengadilan dimulai. Hal ini berdasarkan pada pasal 284 ayat 4 KUHP yang berbunyi “pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang belum dimulai”16  Sedangkan dalam tindak pidana berkenan dengan pidana mati akibat pembunuhan, disana tidak ada sistem pengampunan dari pihak korban. Dan pengampunan terhadap pelaku tindak pidana ini diserahkan kepada penguasa negara yaitu dalam pemberian grasi. Jadi antara hukum pidana islam dan hukum pidana positif Indonesia keduanya juga mengenal adanya pengampunan oleh pihak keluarga korban.                                                           16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 284 
53  Meskipun demikian terlihat perbedaan prinsip tentang sistem pengampunan ini, yaitu: a. Pada hukum pidana positif Indonesia, sistem pengampunan hanya berlaku pada tindak pidana zina, sedangkan pada hukum pidana ismal pengampunan berlaku pada jarimah qishas-diyat (pembunuhan dan luka-melukai); b. Pengampunan pada hukum pidana positif Indonesia (dalam tindak pidana zina) bisa dilakukan sebelum pemeriksaan dalam sidang pengadilan dimulai. Sedangkan pada hukum islam (dalam tindak pidana qishas-diyat), maka pengampunan bisa terjadi pada waktu proses sidang pengadilan. Dari beberapa uraian jelas bahwa hak pengampunan menurut hukum pidana islam perlu dibedakan terlebih dahulu bentuk bentuk-bentuk jarimah yang terjadi. Jika yang terjadi adalah jarimah atau tindak pidana qishas-diyat, maka hak pengampunan berada dibawah kekuasaan korban. Dan jika yang terjadi adalah tindak pidana ta’zir, maka pengampunan berada dibawah kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Sedangkan pada jarimah hududu, maka pengampunan dibawah kekuasaaan Allah SWT, manusia tidak berhak dan tidak bisa memeberikan ampunan sama sekali. Pemberian grasi/ampunan baik terhadap pidana mati maupun pidana lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana qishah-diyat atau hudud dapat dilihat dari segi maslahah dan mafsadatnya yaitu: a. Maslahahnya (kemanfaatan): memberikan kesempatan pada pelaku tindak pidana, agar mereka mau memperbaiki dirinya dan tidak lagi mengulangi perbuatannya serta mereka mau bertaubat. Juga mencerminkan asas 
54  kemanusiaan dalam hal ini pelaku yang berbuat tindak pidana secara tidak sengaja, diluar kesadarannya atau akibat mempertahankan diri dari bencana yang akan menimpa dirinya atau keluarganuya, yang secara tulus memohon pengampunan sebesar-besarnya dan tidak mengulani pada perbuatan-perbuatan yang asa. b. Mafsadahnya (sisi buruk): boleh jadi pemakaian hak pengampunan tersebut akan mempengaruhi ketentraman masyarakat jika sekiranya hak tersebut dipergunakan secara berlebihan. Akan tetapi, hal ini jauh kemungkinannya, sebab dalam pemberian ampunan dilakukan dengan pemikiran dan pertimbangan yang matang, dan tidak semua orang terpidana yang mendapat keringanan/ampunan. Dengan demikian, pemberian grasi/ampunan yang diberika kepada pelaku tindak pidana haruslah dipertimbangkan dengan baik dan matang sehingga tidak menimbulkan masalah baru dikemudian hari.  B. Tinjauan Penerapan Pelaksanaan Grasi pada Hukum Positif Indonesia Permohonan Grasi diajukan oleh yang dihukum bersalah kepada Kepala Negara atau Presiden yang mempunyai hak prerogatif. Oleh karena pemberian grasi merupakan suatu hak, maka Kepala Negara tidak berkewajiban untuk mengabulkan semua permohonan grasi yang ditujukan kepadanya. Dalam kedudukannya sebagai Kepala Negara, maka walaupun ada nasihat atau pertimbangan dari Mahkamah Agung.17                                                           17Rezha Donald Makawimbang, Kedudukan Presiden dalam Memberikan Grasi, Jurnal Lex Administratum, Vol.I/No.2/Jan-Mrt/2013, h. 48.  
55  Grasi oleh Presiden pada dasarnya adalah bukan suatu tindakan hukum, melainkan suatu tindakan non-hukum berdasarkan hak prerogatif seorang Kepala Negara atau Presiden. Prerogatif adalah hak istimewa yang dimiliki seorang Kepala Negara atau Presiden di luar kekuasaan badan-badan perwakilan lain (seperti: Grasi, abolisi, amnesati, rehabilitasi, ataupun mengangkat dan memberhentikan menteri). Hak prerogatif adalah hak Presiden sebagai Kepala Negara untuk mengeluarkan keputusan, atas nama Negara bersifat final, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum tetap. Hak prerogatif adalah hak tertinggi yang tersedia dan desediakan oleh konstitusi bagi Presiden sebagai Kepala Negara. 18 Grasi, pada dasarnya, pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepadaterpidana. Dengan demikian, pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridisperadilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukanmerupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasiterhadap terpidana.19                                                           18Rezha Donald Makawimbang, Kedudukan Presiden dalam Memberikan Grasi, Jurnal Lex Administratum, Vol.I/No.2/Jan-Mrt/2013, h. 48.  19Republik Indonesia, Penjelasan Umum Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, dikutip dalam buku Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus A.T. Napitupulu, Pembatasan Grasi dan Hukuman Mati, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan LBH Masyarakat. 2016), h. 21.  
56  Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. 20 Dalam memberikan keputusan atas suatu permohonan grasi, Presiden perlu mempertimbangkan secara arif dan bijaksana hal-hal yang terkait dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terpidana, khususnya terhadap tindak pidana yang dilakukan secara berulang-ulang (residivis), tindak pidana kesusilaan, dan tindak pidana yang dilakukan secara sadis dan berencana. 21 Alasan perlunya Presiden memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung dalam pemberian grasi dan rehabilitasi adalah: pertama, grasi dan rehabilitasi itu adalah proses yustisial dan biasanya diberikan kepada orang yang sudah mengalami proses, sedangkan amnesti dan abolisi ini lebih bersifat proses politik. Kedua, grasi dan rehaabilitasi itu lebih bersifat perorangan, sedangkan amnesti dan abolisi bersifat massal. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi adalah lembaga negara paling tepat memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai hal itu karena grasi menyangkut putusan hakim sedangkan rehabilitasi tidak terlalu terkait dengan putusan hakim.22 Kendati pemberian Grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti                                                           20Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara 1945, Undang-Undang 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Secara Lengkap, (Cet. VI; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 10.  21Republik Indonesia, Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, h. 14.  22M. Jamhuri, Analisis Yuridis Terhadap Hak Prerogatif Presiden Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, JOM Fakultas Hukum Volume II No. 2 Oktober 2015, h. 9-10.  
57  menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana. Terpidana mempunyai hak untuk mengajukan Permohonan Grasi, tetapi tidak semua terpidana yang berhak mengajukan upaya hukum Grasi tersebut, Hanya Terpidana yang mendapatkan hukuman vonis dari Pengadilan yaitu yang berupa Pidana Mati, Pidana penjara Seumur hidup atau pidana penjara paling rendah selama 2 (dua) tahun dan permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali. Hak mengajukan grasi diberitahukan kepada terpidana oleh hakim atau, hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama. Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan Grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana. Permohonan Grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Permohonan Grasi diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya, kepada, Presiden.23 Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan grasi adalah antara lain sebagai berikut: 1. Terpidana, dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 menyebut  terpidana berada dalam urutan pertama untuk mengajukan permohonan grasi.  2. Kuasa Hukum, dalam Pasal 6 ayat (1) menegaskan juga bahwa kuasa hukum dapat mengajukan permohonan grasi dan terpidana harus memberi surat kuasa khusus terlebih dahulu kepada kuasa hukumnya untuk mewakilinya mengajukan grasi.                                                            23Bobby Rantung, Kewenangan Presiden Dalam Memberikan Grasi Kepada Terpidana Mati Kasus Narkoba, Jurnal Lex Privatum, Vol. IV/No. 4/Apr/2016, h. 136-137.  
58  3. Keluarga terpidana juga dapat mengajukan permohonan grasi. Tidak  seperti kepada kuasa hukum, keluarga dapat mengajukan tanpa harus surat kuasa melainkan ada syarat lainnya yaitu terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari terpidana. Pasal 6 ayat (2) tidak menentukan bentuk persetujuannya sehingga dapat ditafsirkan bisa berbentuk persetujuan lisan, nemun yang paling baik dan tepat, berbentuk persetujuan tertulis baik autentik atau dibawah tangan. Penjelasan Pasal 6 ayat (2) menjelaskan mengenai siapayang dimaksud keluarga terpidana yaitu:  a. Istri atau suami,  b. Anak kandung, c. Orang tua kandung, atau, d. Saudara kandung terpidana. Namun Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 tentang grasi tidak menetapkan syarat atau pembatasan terhadap pihak yang dapat mengajukan grasi dari jenis tindak pidana yang dilakukan Prosedur dan proses pemberian grasi diberikan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan  permohonan grasi kepada Presiden. Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi adalah :  1. Pidana mati;  2. Pidana penjara seumur hidup;  3. Pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun.24                                                           24Laden Marpaung, Proses Penanggkapan Perkara Pidana: Bagian Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 213.   
59  Permohonan grasi yang disebutkan di atas hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, kecuali dalam hal tertentu seperti :  1. Terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut; atau 2. Terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana  penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.  Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 tentang grasi tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi diatur dalam pasal 5-13, yaitu sebagai berikut: 1. Hak mengajukan grasi Pasal 5 1) Hak mengajukan grasi diberitahukan kepada terpidana oleh  hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada  tingkat pertama. 2) Jika pada waktu putusan pengadilan dijatuhkan terpidana tidak hadir, hak terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh panitera dari pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.25  2. Permohonan grasi Pasal 6A 1) Demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan, menteri yang  membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk mengajukan permohonan grasi. 2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meneliti dan melaksanakan proses pengajuan Grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 6A ayat (1) dan menyampaikan permohonan dimaksud kepada Presiden. 26                                                              25Republik Indonesia, Pasal 5 Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, h. 18.  26Republik Indonesia, Pasal 6A Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, h. 12.  
60  3. Waktu permohonan grasi Pasal 7 1) Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. 2) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun  sejak  putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. 27  4. Tata cara permohonan grasi Pasal 8 1) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya, kepada Presiden. 2) Salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkarapada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. 3) Permohonan grasi dan salinannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan oleh terpidana melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana. 4) Dalam hal permohonan grasi dan salinannya diajukan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada Presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya. 28  Pasal 9 “Dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung”. 29 Pasal 10 “Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden”. 30                                                           27Republik Indonesia, Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Gras, h. 12.  28Republik Indonesia, Pasal 8 Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, h. 18.  29Republik Indonesia, Pasal 9 Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, h. 18.  30Republik Indonesia, Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Gras, h. 12.  
61  Pasal 11 1) Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. 2) Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi. 3) Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung. 31  Pasal 12 1) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden. 2) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada : a) Mahkamah Agung; b) Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama; c) Kejaksaan negeri yang menuntut perkara terpidana; dan d) Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana. 32  Pasal 13 “Bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang  mengajukan permohonan grasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana”. 33  Selain memberikan pembatasan hak terpidana dalam mengajukan grasi, juga Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 prosedurnya sedikit lebih sederhana. Pasal 8 lebih rinci mengaturnya sebagai berikut: 34 1. Harus diajukan secra tertulis oleh terpidana sendiri atau kuasanya atas salah satu anggora keluarganya kepada Presiden,                                                           31Republik Indonesia, Pasal 11 Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, h. 19.  32Republik Indonesia, Pasal 11 Undang-Undang No. 12 Tahun 2002 tentang Grasi, h. 19.  33Republik Indonesia, Pasal 11 Undang-Undang No. 13 Tahun 2002 tentang Grasi, h. 19.  34Adami Chazawi, Hukum Pidana 2, (Ed. Revisi; Cet. 7; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 202.  
62  2. Salinan dari permohonannya itu disampaikan kepada Pengadilan Tingkat Pertama yang dahulu mengadili dan memutus untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung, 3. Permohonan grasi beserta salinannya tadi dapat pula diajukan melalui Lembaga pemasyarakatan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan kemudian meneruskan kepada Presiden. Sedangkan, salinan dari permohonan itu disampaikan pula kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang dahulu memutus paling lambat 7 hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi.35 Adapun mengenai prosedur penyelesaian permohonan grasi adalah sebagai berikut: 1. Dalam jangka waktu paling lambat 20 hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan grasi oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang dahulu memutus, Pengadilan ini harus telah mengirimkan salinan permohonan beserta berkas kelengkapannya kepada Mahkamah Agung (Pasal 9), 2. Setelah Mahkamah Agung menerima salinan permohonan, maka Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak diterimanya, sudah haru smemberi pertimbangan tertulis kepada Presiden (Pasal 10), 3. Dalam waktu paling lambat 3 bulan sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung, dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, Presiden harus sudah mengeluarkan Keputusan Presiden tentang ditolak atau dikabulkannya grasi (Pasal 11 Ayat 3),                                                           35Adami Chazawi, Hukum Pidana 2, h. 202-203.  
63  4. Keputusan Presiden yang berisi dikabulkannya atau ditolaknya permohonan grasi disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden, yang salinan putusan itu disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Pertama yang dahulu memutus, Kejaksaan Negeri yang terdahulu ,emumtut, dan Lembaga Pemasyarakatan (Pasal 12). 36 5. Apabila permohonan grasi diajukan bersamaan dengan permohonan Peninjauan kembali (PK) atau jangka waktu antara keduamya tidak terlalu lama maka permohonan PK harus diputus lebih dahulu (Pasal ayat 1). Edangkan, keputusan permohonan grasi harus telah diberikan paling lambat 3 bulan terhitung sejak diterimanya salinan ptusan PK oleh Presiden (Pasal 14 Ayat 2). 37 Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 2002, dapat dihindarinya penyelesaian permohonan grasi yang bertele-tele tanpa epastian waktunya yang sebelumnnya dapat bertahun-tahun menunggu tanpa kepastian. Kini hal itu telah dapat dihindari. Bagi permohonan grasi yang telah duajukan sebelum Undang-Undang diundangkan dan belum diputuskan oleh Presiden maka juga telah diberikan jangka waktu tertentu penyelesaiannya, yaitu harus  diberikan keputusannya oleh Presiden dalam jangka waktu 2 tahun setelah diundagkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, tanggal 22 Oktober 2002 (Pasal 15). 38 Salah satu kasus pemberian grasi yang menjadi kontroversi, yaitu pemberian grasi kepada terpidana kasus narkotika, Schapelle Leigh Corby, oleh Presiden Susilo                                                           36Adami Chazawi, Hukum Pidana 2, h. 202-203.  37Adami Chazawi, Hukum Pidana 2, h. 203.  38Adami Chazawi, Hukum Pidana 2, h. 204.  
64  Bambang Yudhoyono. Hal ini menuai kontroversi. Grasi tersebut dinilai menjadi preseden buruk dalam upaya pemberantasan narkotika dan obat terlarang di Indonesia. Corby merupakan terpidana narkotika asal Australia yang divonis 20 tahun penjara di Pengadilan Negeri Denpasar, karena terbukti menyelundupkan 4,2 kilogram ganja pada tahun 2004. 39 Grasi yang tertuang pada Keputusan Presiden Nomor 22/G Tahun 2012 dan ditetapkan pada 15 Mei 2012 tersebut menuai kontroversi dan kritik keras dari berbagai pihak, seperti akademisi hukum, politisi, tokoh masyarakat, kalangan pelajar, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang gencar memerangi perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang. Kontroversi narapidana kasus korupsi, narkoba, dan terorisme. Namun, di sisi lain malah mengabulkan grasi lima tahun kepada Corby. Penolakan grasi oleh Presiden Jokowi kepada 64 terpidana kasus narkoba pada akhir tahun 2014 merupakan suatu sejarah baru dalam penegakan hukum di Indonesia.40 Karena Grasi merupakan salah satu upaya yang dapat diajukan oleh terpidana mati kepada Presiden untuk meminta pengampunan atau pengurangan hukuman kepada Presiden supaya terhindar dari pelaksanaan hukuman mati tersebut. Jika terpidana yang dijatuhi hukuman mati telah melakukan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, namun mengalami kebuntuan, maka upaya grasi merupakan upaya hukum istimewa dan menjadi jalan terakhir untuk meminta pengampunan                                                           39Bobby Rantung, Kewenangan Presiden Dalam Memberikan Grasi Kepada Terpidana Mati Kasus Narkoba, h. 137.  40Bobby Rantung, Kewenangan Presiden Dalam Memberikan Grasi Kepada Terpidana Mati Kasus Narkoba, h. 137.  
65  yang dapat mengubah putusan tersebut.41 Adapun penulis menyajikan beberapa putusan grasi yang pernah diajukan kepada Presiden dari Tahun 2012-2014, yaitu Tabel Daftar Grasi Terpidana Mati Tahun No. Keputusan Presiden (Keppres) Nama Terpidana Status Permohonan Grasi 2012 1. Keppres No. 7/G/2012  2. Keppres No. 22/G/2012 3. Keppres No. 23/G/2012 Deni Setia Maharwan alias Rapi Mohammed Majid Schapelle Leigh Corby Peter Achim Franz Grobmann Diterima  Diterima Diterima 2014 1. Keppres No. 27/G/2014 2. Keppres No. 28/G/2014 3. Keppres No.28/G/2014 4. Keppres No.28/G/2014 5. Keppres No. 31/G/2014 6. Keppres No. 32/G/2014 7. Keppres No. 35/G/2014 Rani Andriani Syofial alias Iyen bin Azwar Harun bin Ajis Sargawi alias Ali bin Sanusi Mary Jane Fiesta Veloso Myuran Sukumaran alias Mark Serge Areski Atlaoui Ditolak Ditolak Ditolak Ditolak Ditolak Ditolak Ditolak 2015 1. Keppres No. 1/G/2015 2. Keppres No. 2/G/2015 3. Keppres No. 4/G/2015 4. Keppres No. 5/G/2015 5. Keppres No. 9/G/2015 6. Keppres No. 18/G/2015 Martin Anderson alias Belo Zainal Abidin Raheem Agbaje Salami Rodrigo Gularte Andrew Chan Dwi Trisna Firmansyah Ditolak Ditolak Ditolak Ditolak Ditolak Diterima Sumber: Update Hukuman Mati 2016, ICJR                                                           41Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus A.T. Napitupulu, Pembatasan Grasi dan Hukuman Mati: Analisis Atas Penggunaan Undang-Undang Grasi dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Grasi dalam Eksekusi Mati Gelombang Ke-3, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan LBH Masyarakat, 2016), h. 3.  
66  BAB V PENUTUP A. Kesimpulan 1. Pemberian grasi merupakan sebagian dari hak prerogatif (hak istimewa) presiden Republik Indonesia yang berkenaan dengan tindak pidana, baik tindak pidana yang berkenaan dengan qisas, hudud, ta’zir (istilah dalam hukum pidana islam) maupun jenis kejahatan (istilah dalam KUHP) dapat diberi ampunan oleh kepala negara. 2. Pemberian grasi oleh kepala negara menurut hukum pidana islam diperbolehkan baik yang berkenaan dengan pidana hudud, qishas-diyat atau pidana lainnya. Serta pelaksanaannya harus melalui pemikiran dan pertimbangan yang matang agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari. B. Saran 1. Pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia harus lebih selektif dalam memberikan grasi terhadap seorang tindak pidana sehingga benar-benar terwujud suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 2. Untuk masyarakat agar lebih berhati-hati dalam setiap langkah dan selalu tawakkal keoada Allah SWT agar tidak sampai terjerumus dalam suatu tindak kriminal yang merugikan diri sendiri maupun bagi masyarakat, sehingga tercipta suatu kemaslahatan dan kelangsungan hidup bermasyarakat yang aman, tertib, dan damai. 
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